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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

        Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab dari 

rumusan masalah, maka penelitian dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bahwa dalam perekrutmen para calon, peserta seleksi sebelum mendaftar 

sudah memenuhi setiap persyaratan yang sudah ditentukan dan kemudian 

nantinya akan diperiksa kelengkapannya oleh tim seleksi.setelah 

persyaratannya dinyatakan lengkap tahap selanjutnya yaitu peserta akan 

diseleksi untuk menentukan terpilih atau tidaknya peserta tersebut untuk 

menjadi aparatur desa. 

2. Penyelenggaraan pemerintah desa akan tersusun dan semakin terarah 

kearah yang lebih baik dan bahkan lebih maju, kinerja segenap perangkat 

desa dalam memberikan pelayana tidak lambat, tidak berbelit-belit dan 

tidak formalitas, sehingga masyarakat desa merasa kepentingannya dapat 

terlayani dengan baik dari unsur-unsur korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Maka dari itu pelaksanaan rekrutmen perangkat desa yang 

diselenggarakan oleh pemerintahan desa. 

5.2 Saran  

1. Untuk pemerintah sangat diperlukan peranya dalam  meningkatkan rasa 

tanggung jawab atas tugas diberikan, keputusan yang telah dikeluarkan 

atas dasar kepentingan masyarakat, pemerintah desa serta perangkat desa 
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lainya perlu banyak melakukan sosialisasi dengan masyarakat untuk 

bagaimana cara mensejahterakan masyaratkat. 

2. Untuk masyarakat diperlakukan peran aktifnya dalam perekrutmen 

aparatur desa agar dikemudian hari tidak ada kecemburuan social terkait 

pengangkatan perangkat desa. 
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